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ABSTRAKSI

Pemilihan Umum atau disebut Pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip
demokrasi yang disebut dalam UUD 1945, Pasal 22E dalam melaksanakan kegiatan pemilu
untuk memilih pemimpin negara atau pejabat publik yang baru. Pemilihan kepala daerah
pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sejak saat itu setiap penyelesaian perkara
perselisihan pemungutan suara untuk memilih Gubernur diajukan, diperiksa, dan diputus oleh
Mahkamah Agung. Sementara untuk Pemilihan Bupati/Walikota diajukan, di periksa, dan
diputus di pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Dengan di terbitkannya UU Nomor
12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan memeriksa dan memutus
perkara sengketa Pemilukada beralin ke Mahkamah Konstitusi dengan memberikan
kesempatan kepada calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilukada. Pasal 1 ayat (1)
Pemilihan Umum selanjutnya disingkat dengan Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perubahan terhadap UUD 1945, telah menghasilkan perubahan yang sangat
mendasar yaitu menempatkan kedaulatan rakyat ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat tetap berada ditangan rakyat,
sebagai bentuk nyata dari kedaulatan berada di tangan rakyat dalam Penyelenggaraan negara.
dalam sistem Penyelenggaraan Pemilu dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan
kualitas Penyelenggaraan Pemilu UUD 1945, menggariskan asas-asas Pemilu yang jujur dan
adil dalam Penyelanggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam perubahan
ketentuan yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2) itu di maksudkan untuk mengoptimalkan dan
menegaskan paham kadaulatan rakyat yang dianut di Indonesia. Selanjutnya dalam hal,
Pemilihan kepala daerah yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan di
tangan rakyak dilaksanakan menurut Undang - Undang melalui Pemilu yang demokratis
untuk mendapatkan wakil yang berintegritas, kapabilitas, akuntabilitas dan bermoral sebagai
pejabat publik.

Pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji Undang — Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya dalam perkara PHPU
Pemilukada tidak dikenal upaya hukum lain untuk membatalkan putusan Mahkamah
Konstitusi. Kemudian berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal dengan upaya
perlawanan terhadap putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik Putusan hari
sidang, penarikan kembali permohonan, ketetapan Mahkamah tidak berwenang dan lain-
lainnya yang diterbitkan oleh Mahkamah terkait dengan perkara PHPU. Dalam proses
pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau
pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara
Pemilukada di pengadilan tingkat pertama dan akhir. Sebagaimana Pasal 13 ayat (4) PMK
15/2008.
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ABSTRACT

The Election or ‘Pemilu’ is a part of the implementation of the principle of
democracy as mentioned in Constitution of Indonesia 1945, Article 22E in conducting to
choose the country's leaders or public officials. Local election was first held in 2005, which
refers to the Law no. 32 Year 2004 Jo Government Regulation No. 6 of 2005, since then
every dispute settlement to elect the Governor is proposed, examined , and decided by the
Supreme Court . As for the Selection of the Regent / Mayor, examined, and decided in the
High court suit with their jurisdiction. Within issuance Law No. 12 of 2008 on Regional
Government, the authority to examine and decide the dispute case switch to the
Constitutional Court Election then provide an opportunity for independent candidates to
participate in the Election. Article 1 act (1) states, Election hereinafter referred to as
“Pemilu”, is a means of implementation of popular sovereignty and held to be direct, general,
free, confidential, honest, and fair in the unitary state of Indonesia based on Pancasila and the
Constitution of 1945.

Amendments to the 1945 Constitution , has resulted in a fundamental change that
is putting people's sovereignty in the hands of the people who carried out according to the
Constitution . Means that the sovereignty of the people remain in the hands of them, as a real
form of sovereignty vested in the people in the implementation of the state . Election systems
can be realized through the structuring of the system and the quality of the election.
Constitution of 1945 outlines the principles of a free and fair election in held as set forth in
the Law. In a change that is governed by the provisions of Article 1 act (2) that are intended
to optimize and understand sovereignty that followed in Indonesia . Furthermore, elections
that are contained in Article 1 act (2) of the Constitution of 1945, sovereignty in people held
upon the Law through democratic election to get representatives with integrity, capability,
and moral accountability as public officials.

Article 24C asserts that "The Constitutional Court has the authority to hear at the
first and the last with a final decision to test the Law towards Constitution of 1945, to decide
disputes in state institutions with the authority given by the Constitution of 1945, dissolution
of political parties, and decide disputes about the results of elections. The Constitutional
Court shall make a decision on the opinion of the House of Representatives regarding the
alleged violations by the President /Vice- President according to the Constitution.

Decision of the Constitutional Court are final, means that in the case of Election PHPU
other legal remedies to overturn the decision of the Constitutional Court are not to be
permitted. Then, in the Constitutional Court case is not known for resistance efforts against
the decision issued by the Constitutional Court, both the trial verdict and the recall petition,
the Court has no authority provision and others issued by the Court in connection with
proceedings PHPU. In the decision-making process, each judge shall deliver judgment or to
request a written opinion about the decision of the Constitutional Court related to the Election
in the first and the end as shown in the Article 13 act (4) PMK 15/2008.
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